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TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Landasan Teori
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah yang terdapat dalam APBD terdiri dari beberapa sumber
pendapatan, salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halim
(2007) “PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber
ekonomi asli daerah”. UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1, PAD adalah penerimaan
yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Setiap daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menggali dan
menghasilkan sumber sumber pendapatan yang ada di daerahnya. Peningkatan
PAD ini menjadi sangat penting dalam era otonomi daerah, karena kemandirian
keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan
otonomi daerah (Halim 2007). Menurut Mardiasmo (2009) "Pendapatan Asli
Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi
daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah”.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah.
Menurut Mardiasmo (2009) pajak adalah iuran rakyak kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal yang langsung ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayar
pengeluaran umum. Kewenangan pemerintah dalam memungut pajak pada
masyarakat sesuai dengan pengertian pajak daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatakan “pajak daerah adalah
kontribusi yang wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan



timbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besamya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketetapan sesuai
dengan UU No 28 Tahun 2009 Pasal 2. Jenis-jenis pajak daerah yaitu:

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
1) Pajak Kendaraan Bermotor
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4) Pajak Air Permukaan
5) Pajak Rokok
b. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari:
1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan d. Pajak Reklame
4) Pajak Penerangan Jalan
5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6) Pajak Parkir
7) Pajar Air Tanah
8) Pajak BurungWalet
9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
10) Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lainnya dari pendapatan asli daerah adalah retribusi
daerah. Bila pajak daerah tidak ada hubungan timbal balik secara langsung terhadap
pembayar pajak, maka retribusi daerah ini secara langsung berhubungan dengan
pembayar rertibusinya. Hal ini sejalan dengan pengertian retibusi daerah dalam UU
No. 28 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah
"pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi
atau badan".

Pendapatan retribusi daerah ini erat kaitannya dengan banyaknya pelayanan
pemerintah dengan masyarakat dan juga tingkat pelayanan pemerintah kepada
masyarakat, karena semakin banyak pelayanan yang diberikan akan semakin

banyak pembayaran retribusi daerah.



3. Hasil Pengolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahaan kekayaan daerah yang
dipisahkan meliputi bagian laba perusahaan daerah, bagian laba lembaga keuangan
bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba atas penyetoran
modal/investasi kepada pihak ketiga.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan aset
daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan dinas pertanian
tanaman pangan, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan, penerimaan gantii rugi atas kekayaan daerah, penerimaan lainnya.

2.1.2 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 20, Dana Bagi Hasil (DBH)
merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Pembagian DBH ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber
daya. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan
porsi DBH yang lebih besar sesuai dengan kekayaaan alam yang sudah digali.
Selain sumber daya alam, sumber DBH ini juga didapat dari bagi hasil pajak.

Sumber penerimaan yang termasuk dalam komponen pendapatan DBH
sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 adalah:

1 Penerimaan Pajak
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan
imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Dana
bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud
diatas digai dengan rincian sebagai berikut:
1) 16,2 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan
2) 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan
3) 9% untuk biaya pemungutan
Selanjutnya 10% penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian
pemerintah pusat sebagaimana pembagian diatas dialokasikan kepada
seluruh kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut:
1) 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota



C.

2) 3,5% dibagikan secara intensif kepada kabupaten dan atau kota
yang direalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor
perdesaaan dan perkotaan sebelumnya mencapai atau melampaui
rencana penerimaan yang ditetapkan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat 80% untuk

pemerintah daerah. DBH BPHTB untuk pemerintah daerah 80%

dibagi dengan rincian:

1) 16% untuk propinsi yang bersangkutan

2) 64% untuk daerah atau kota yang bersangkutan

Selanjutnya bagian pemerintah pusat 20% dialokasikan dengan porsi
yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

DBH dari penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang
pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 yang merupakan bagian dari
daerah adalah sebesar 20% dengan rincian:

1) 60% untuk daerah dan kota

2) 40% untuk provinsi

Penerimaan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

a.

Sektor Kehutanan

Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan luran Hak
Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan dibagi imbalan 20%
untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Penerimaan kehutanan yang
berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60%
untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.

Sektor Pertambangan Umum

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah
yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah
dan 80% untuk daerah.

Sektor Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan sektor pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari
wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak
dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
dibagi dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk
daerah.

. Sektor Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah
daerah yang bersangkutan setelah dikurangi dengan komponen pajak
dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
dibagi dengan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah.
Sektor Perikanan
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Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan
perimbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
f. Sektor Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang

bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi

dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari dana perimbangan
yang menjadi sumber pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004.
Berdasarkan undang-undang tersebut, DAK diartikan sebagai dana yang bersumber
dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu.
DAK dialokasikan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah
dibandingkan kemampuan fiskal daerah secara nasional. Penentuan penerimaan
DAK ini diatur sesuai dengan kriteria penerimaan DAK yang terdapat dalam
undang-undang. Sesuai dengan pengertiannya, DAK dialokasikan untuk mendanai
kebutuhan program pemerintah daerah yang sejalan dengan kepentingan program
nasional, terutama dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan dasar
masyarakat.
Bidang-bidang yang menjadi arah kegiatan DAK menurut Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan. DAK dialokasikan untuk mendukung program
penuntasan wajib belajar 12 tahun yang bermutu dan merata.

2. Bidang Kesehatan. DAK dialokasikan untuk meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka
kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, serta
pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk penduduk
miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan
kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan.

3. Bidang Infrastruktur Jalan. DAK dialokasikan untuk mempertahankan dan
meningkatkan Kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan
kota serta menunjang aksebilitas keterhubungan wilayah dalam mendukung

pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan.
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Bidang Infrastruktur Irigasi. DAK dialokasikan untuk mempertahankan dan
meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa yang menjadi
kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka mendukung
pemenuhan sasaran prioritas nasional di bidang ketahanan pangan.

Bidang Infrastruktur Air Minum. DAK dialokasikan untuk meningkatkan
cakupan pelayanan air dalam rangka percepatan pencapaian target
Millenium Development Goals (MDGs), yaitu penyediaan air minum di
kawasan perkotaan dan perdesaan termasuk daerah tertinggal.

Bidang Infrastruktur Sanitasi. DAK dialokasikan untuk meningkatkan
cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air
limbah dan persampahan secara komunal/terdesentralisasi untuk
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Bidang Prasarana Pemerintahan Desa. DAK dialokasikan untuk
meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
pelayanan publik, yang diprioritaskan kepada daerah pemekaran dan daerah
tertinggal.

Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan. DAK dialokasikan
untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan untuk
mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya
pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan
kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Bidang Kelautan dan Perikanan. DAK dialokasikan untuk sarana prasarana
produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data
statistik untuk mendukkung industrialisasi, serta penyediaan sarpras terkait
pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.

Bidang Pertanian. DAK dialokasikan untuk mengembangkan sarana dan
prasarana air, lahan, pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluhan
pertanian serta pengembangan lumbung masyarakat untuk meningkatkan

produksi bahan pangan.
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Bidang Keluarga Berencana. DAK dialokasikan untuk mendukung
kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana
yang merata melalui berbagai program dan kegiatan.

Bidang Kehutanan. DAK dialokasikan untuk peningkatan fungsi Daerah
Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka
mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah.

Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal. DAK dialokasikan untuk
mendukung kebijakan pembanguan daerah tertinggal.

Bidang Sarana Pedagangan. DAK dialokasikan untuk meningkatkan
kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan dan
ketersediaan barang sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat,
terutama di daerah tertinggal, perbatasan, daerah pemekaran, dan daerah
yang minim sarana perdagangan.

Bidang Energi Pedesaan. DAK dialokasikan untuk memanfaatkan sumber
energi terbaru setempat untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan,
termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan terhadap
energi modern.

Bidang Perumahan dan Pemukiman. DAK dialokasikan untuk
meningkatkan penyediaan sarana, prasarana, utilitas perumahan dan
kawasan pemukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan
dan pemukiman.

Bidang Keselamatan Transportasi Darat. DAK dialokasikan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi penggunan
transportasi jalan guna menurunkan tingkat fatalitas (korban meninggal

dunia) akibat kecelakaan lalu lintas.

Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun

anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah

belanja daerah yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal akan

menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan secara matang
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dalam pemenuhan belanja modal ini. Tentunya belanja modal harus sangat
disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar kelak aset tetap yang bertambah tersebut
tidak menjadi sia-sia atau malah menambah beban keuangan pemerintah daerah
karena peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan. Kebijakan
otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah dalam menjaiankan aktifitas
pemerintahannya harus dimaksimalkan untuk semakin mendekatkan pelayanan
terbaik kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menggunakan
anggaran pendapatan untuk belanja modal secara proposional agar tujuan dari
otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercapai.

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah,
pemerintah daerah harus mendekatkan diri kepada pelayanan dasar publik dengan
memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk meningkatkan fasilitas
pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik ini tentunya dengan memberikan
porsi belanja modal yang maksimal. Peningkatan pelayanan publik ini sebenamya
akan semakin memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam memenubhi
indikator keberhasilan otonomi daerah dalam hal kemandirian keuangan daerah
dalam memenuhi kebutuhan belanjanya.

Belanja modal yang digunakan pemerintah imtuk membangun fasilitas
pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan sarana
transportasi tertentu akan langsung dirasakan masyarakat manfaatnya. Ketika
masyarakat merasakan pembangunan fasilitas ini maka dengan sendirinya akan
tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan mendorong
masyarakat meningkatkan investasi yang pada akhimya menjadi sumber
pendapatan asli daerah. Maka dari itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika
proporsinya lebih banyak untuk kebutuhan belanja rutin. Menurut UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa belanja modal dibagi
menjadi:

1. Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan imtuk
pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa
tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan
sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas
tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
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. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang
digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan peningkatan
kapasitas peralatan dan mesin serta investasi kantor yang memberi manfaat
lebih dari 12 bulan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap
pakai.

. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang
digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengolaan pembangunan
gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan
bangunan yang dimaksud sudah siap dipakai.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang
digunakan untuk pengadaan, penambahan, pergantian, penmgkatan,
pembangunan, pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk
perencanaan, pengawasan dan pengolaan jalan irigasi dan jaringan yang
menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan tersebut sudah dalam
kondisi siap dipakai.

Belanja Modal Fisik dan Lainnya

Belanja modal fisik dan lainnya adalah pengeluaran atau biaya untuk
pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan,
pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dapat dikatagorikan
kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, dan jalan irigasi dan jaringsin, termasuk dalam belanja ini adalah
belanja modal kontrak sewa dan beli, pembelian barang-barang kesenian,
barang purbakala dan barang untuk museum, hewan temak dan tanaman,
buku-buku dan jumal ilmiah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi dalam penelitian ini

disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.| Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian

1. |Analisis Variabel Variabel 1. Pendapatan Asli
Pendapatan Asli Independen: |Independen: Daerah (PAD), Dana
Daerah (PAD), Pendapatan Dana Alokasi Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Asli Daerah  |Umum (DAU) | Dana Alokasi Khusus
Umum (DAU),  |(PAD), Dana (DAK) dan Dana Bagi
Dana Alokasi Bagi Hasil Hasil (DBH) secara
Khusus (DAK), (DBH), Dana simultan berpengaruh
Dana Bagi Hasil ~ |Alokasi
(DBH), dan Khusus (DAK)
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No.| Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian
Pengalokasian signifikan terhadap
Belanja Modal Variabel Belanja Modal
(Studi pada Dependen: . Pendapatan Asli
Pemerintah Kota |Belanja Modal Daerah (PAD)
Bengkulu Tahun berpengaruh terhadap
Anggaran 2008- Belanja Modal
2012) oleh . Dana Alokasi Umum
Caesario Pratama (DAU) tidak

berpengaruh terhadap
Belanja Modal
. Dana Alokasi Khusus
(DAK) berpengaruh
signifikan terhadap
Belanja Modal
. Dana Bagi Hasil
(DBH) berpengaruh
terhadap Belanja
Modal
2. |Pendapatan Asli | Variabel Variabel . Pendapatan Asli
Daerah, Dana Bagi | Independen: |Independen: Daerah, Dana Alokasi
Hasil Pajak dan Pendapatan  |Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Bukan Pajak, Asli Daerah,  |Umum Khususdan Dana Bagi
Dana Alokasi Dana Bagi Hasil secara simultan
Umum dan Dana | Hasil, Dana berpengaruh signifikan
Alokasi Khusus dan Alokasi terhadap Belanja
Belanja Modal pada Khusus Modal
Kabupaten/Kota _ i
Provinsi Jawa Barat| Variabel ' EZZ?gﬁa;:Ppﬁﬁégruh
oleh Wahyu Pamuji | Dependen: terhadap Belanja
« Willy Abdillah | Belanja Modal Nodal Y
. Dana Alokasi Umum
berpengaruh terhadap
Belanja Modal
. Dana Bagi Hasil
perpengaruh terhadap
Belanja Modal
. Dana Alokasi Khusus
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
Belanja Modal

3. |Pengaruh Variabel Variabel . Pendapatan Asli

Pendapatan Asli Independen: | Independen: Daerah, Dana Alokasi
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No.| Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian
Daerah, Dana Pendapatan |Dana Alokasi | Umum, Dana Alokasi
Alokasi Umum, Asli Daerah, [Umum Khusus dan Dana Bagi
Dana Alokasi Dana Bagi Hasil secara simultan
Khusus dan Dana |Hasil dan berpengaruh signifikan
Bagi Hasil Dana Alokasi terhadap Belanja
terhadap Belanja  |Khusus Modal
Modal pada . Pendapatan Asli
Pemerintah Daerah |Variabel Daerah tidak
Kabupaten / Kota Dependen: berpengaruh terhadap
di Provinsi Belanja Modal Be|anja Modal
Sulawesi Tengah_ . Dana Alokasi Umum
'(Z\IerFlQiF;:ichmawatl tidak berpengaruh

L terhadap Belanja
(Universitas Modal
Tadulako, 2016) .

. Dana Alokasi Khusus
berpengaruh signifikan
terhadap Belanja
Modal

. Dana Bagi Hasil tidak
berpengaruh terhadap
Belanja Modal

4. |Analisis Pengaruh | v/ariabel Variabel . PAD, DBH, DAU,
PAD, DBH, DAU, ||ndependen: |Independen: DAK dan Pertumbuhan
DAK dan PAD, DBH |DAU dan Ekonomi secara
Pertumbghan dan DAK Pertumbuhan | simultan berpengaruh
Ekonomi Terhadap Ekonomi signifikan terhadap
EelbanjatMolslal | Variabel Belanja Modal

abupaten Ngawl | Dependen: .
Tahun 2003-2015 | Belanja Modal ;ﬁrgdtfg F’Be;%f];gh

oleh M. Agus
Sudrajat dan Irma
Diastuti Purniawati

Modal

. DBH berpengaruh

terhadap Belanja
Modal

. DAU berpengaruh

signifikan terhadap
Belanja Modal

. DAK tidak

berpengaruh terhadap
Belanja Modal

. Pertumbuhan Ekonomi

berpengaruh terhadap
Belanja Modal
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No.| Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian
5. |Pengaruh Variabel Variabel 1. Pendapatan Asli
Pendapatan Asli Independen: | Independen: Daerah berpengaruh
Daerah, Dana Pendapatan | Dana Alokasi terhadap Belanja
Alokasi Umum, | Asli Daerah, |Umum dan Modal
Dana Alokasi  |panaBagi  |Pertumbuhan |2. Dana Alokasi Umum
Khusus, Dana Bagi | Hasil dan Ekonomi berpengaruh terhadap
Hasil, dan Dana Alokasi Belanja Modal
E?(rgﬁcr)nrglijt]r?arr]ha da Khusus 3. Dana Alokasi Khusus
. P berpengaruh signifikan
Pengalokasian Variabel terhadap Belanja
Belan-Ja MOdaI Dependen: Modal
E,Srglif::lir?g:\;;s Pada Belanja Modal 4. Dana Bagi Hasil tidak
Tengah Tahun berper_wgaruh terhadap
2013-2015) oleh Belanja Modal
Yoga Diaz Rischi 5. Pertumbuhan Ekonomi
Danieswara tidak berpengaruh
terhadap Belanja
Modal
6. |Pengaruh ~ |Variabel Variabel 1. Pendapatan Asli
Pendapatan Asli Independen: |Independen: Daerah, Dana Alokasi
Daerah, Dana Pendapatan  |Dana Alokasi | Umum, Dana Alokasi
Alokasi Umum, | Asli Daerah, |Umum Khusus dan Dana Bagi
Dana Alokasi | Dana Bagi Hasil secara simultan
Khusus, Dana Bagi | Hasil dan berpengaruh signifikan
Hasil Terhadap  |Dana Alokasi terhadap Belanja
Belanja Modal Khusus Modal
(Studi Kasus Badan 2. Pendapatan Asli
Pengelola Variabel Daerah berpengaruh
Keuangan dan Aset Dependen: terhadap Belanja
Daerah Kota Belanja Modal Modal
Medan) oleh i
Hanisya Ursilla 3. Dana Alokasi Umum
Lubis berpengaruh terhadap
Belanja Modal
4. Dana Alokasi Khusus
berpengaruh signifikan
terhadap Belanja
Modal
5. Dana Bagi Hasil
berpengaruh terhadap
Belanja Modal
7. |Pengaruh Variabel Variabel 1. Pendapatan Asli
Pertumbuhan Independen: | Independen: Daerah berpengaruh
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No.| Judul Penelitian | Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian
Ekonomi, Pendapatan |Dana Alokasi | terhadap Belanja
Pendapatan Asli  |Asli Daerah, [Umum dan Modal
Daerah, Dana dan Dana Pertumbuhan (2 Dana Alokasi Umum
Alokasi Umum, Alokasi Ekonomi tidak berpengaruh
dan Dana Alokasi |Khusus terhadap Be|anja
Khusus Terhadap Modal
Pengalokasian Variabel 3. Dana Alokasi Khusus
Anggaran Belqnjq Deper!den: tidak berpengaruh
Modal di Provinsi |Belanja Modal signifikan terhadap
Bali Tahun 2011- Belania Modal
2015 oleh Shanti . .
Widianing Santosa, 4. Rertumbuhan Ekonomi
Gede Adi Yuniarta, tidak berpengaruh
dan Made Arie terhadap Belanja
Wahyuni Modal

g. |Pengaruh Variabel Variabel 1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan |ndependen: |ndependen: tidak berpengal’uh
Ekonomi, Pendapatan | Dana Alokasi | terhadap Belanja
Pendapatan Asli | Asli Daerah  |Umum dan Modal
Daerah, Dana dan Dana Pertumbuhan |2. Pendapatan Asli
Alokasi Umum dan| Alokasi Ekonomi Daerah berpengaruh
Dana Alokasi Khusus positif dan signifikan
Khusus _ terhadap Belanja
Terhadap Belanja | variabel Modal
Modal pada Dependen: 3. Dana Alokasi Umum
Kabupatendan | Belanja Modal tidak berpengaruh
KOta.d'. terhadap Belanja
Provinsi Jawa Modal

Tengah Tahun
2010-2012 oleh
Dian Kuncorowati

. Dana Alokasi Khusus

berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap Belanja
Modal

. Pertumbuhan

Ekonomi, Pendapatan
Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, dan
Dana Alokasi Khusus
secara simultan
berpengaruh signifikan
terhadap Belanja
Modal
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No.| Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian
9. [Pengaruh Variabel Variabel 1. Pendapatan Asli
Pendapatan Asli Independen: |Independen: Daerah berpengaruh
Daerah, Dana Pendapatan |Dana Bagi terhadap alokasi
Alokasi Umum, Asli Daerah, |Hasil, Derajat | Belanja Modal
Dana Alokasi Dana Alokasi | Desentralisasi,| 2. Dana Alokasi Umum
Khusus, Dana Bagi [Umum, dan |dan Derajat tidak berpengaruh
HaSil, Derajat Dana Alokasi | Kontribusi terhadap alokasi
Desentralisasi, dan | Khusus Belanja Modal
Derajat Kontribusi .
BUMD terhadap |Variabel 3 tl:))ee:na Alokasi Khusus
. . pengaruh terhadap
Alokasi Belanja Dependen: alokasi Belanja Modal
Modal (pada Belanja Modal i i
Provinsi 4. Dana_E_%a_gl Hasil
Kepulauan Riau) memiliki pengaruh
oleh Oviliza terhad_ap alokasi
Haryuli, Belanja Modal
M. Rasuli, 5. Derajat Desentralisasi
Devi Safitri tidak memiliki
(Universitas Riau, pengaruh terhadap
2013) alokasi Belanja Modal
6. Derajat Kontribusi
BUMD memiliki
pengaruh terhadap
alokasi Belanja Modal
10. [Pengaruh ~|Variabel Variabel 1. Pendapatan Asli
Pendapatan Asli Independen: |Independen: Daerah berpengaruh
Daerah, Dana Pendapatan positif dan signifikan
Alokasi Umum, | Agli Daerah, terhadap alokasi
dan Dana Alokasi | pana Alokasi Belanja Modal
Khusus Terhadap |Umum, dan 2. Dana Alokasi Umum
Belanja Modal Dana Alokasi berpengaruh positif
pada Kabupaten | Khusus dan signifikan
dan I_(ot_a di terhadap alokasi
_IT_rovmsl Jawa Variabel Belanja Modal
enga Dependen: .
Tahun 2011-2014 |Belanja Modal 3 Eear”a Alokasi Khusus
: . pengaruh positif
oleh Santika Adhi dan signifikan
Karyadi

terhadap alokasi
Belanja Modal

. Pendapatan Asli

Daerah, Dana Alokasi
Umum, dan Dana
Alokasi Khusus secara
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No.| Judul Penelitian Persamaan

Perbedaan

Hasil Penelitian

simultan berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap Belanja
Modal

Sumber: Data yang Diolah, 2020

2.3  Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian adalah alur sederhana yang mendeskripsikan pola

hubungan variabel penelitian. Hubungan antara variabel PAD, DBH dan DAK

terhadap belanja modal digambarkan sebagai berikut:

PAD (X1)

DBH (Xo)

\4

Belanja Modal (Y)

A

Sumber: Penulis, 2020

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

------- » =Pengaruh secara Simultan

— = Pengaruh secara Parsial

2.4  Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka hipotesis dari penelitian

adalah :




Hi

Ho

Hs

Ha
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: Diduga terdapat pengaruh antara PAD terhadap belanja modal pada

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

: Diduga terdapat pengaruh antara DBH terhadap belanja modal pada

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

: Diduga terdapat pengaruh antara DAK terhadap belanja modal pada

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

. Diduga terdapat pengaruh antara PAD, DBH dan DAK terhadap belanja

modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera
Selatan.



